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l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi .Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 195 ten tang 
P rubahan Batas-batas Wila -ah Kotapraja Salatig 
dan D rah Swatantra Tingkat II Sero rang [Lernbaran 

gara R publik Jndon i Tahun 195 'omor 118, 
T mbahan Lemb ran g Republik Indon sia 

omor 1652); 
3. Undang-Undang omor 25 

P layanan Publik 
Indon sia Tahun ornor 
Lernbaran N gara R publik lnclon i 

4. Und ng-Undang omor 23 Tahun 
P n rintahan Da rah (Lem 
Jndo, i Tahun 2014 
Lernb an 

bagairna 

b. bnhwa a ar penyu unan P ra uran Bupa i 
· bagairnana dimaksud huruf a dapat r 

t rpadu berkelanjutan, dan dapa drlak 
perlu m netapkan Program P mbentu kan P r r n 
Bupati pada lnspektorat Daerah Kabupa en S mar 
Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 aya (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang omo 10 
tahun 2021 tentang Pernbentukan Produk HuK m 
daerah, Perencanaan penyusunan P raturan Bupa · 
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan P rang t 
Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun: 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan b gairnana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, pe lu 
menetapkan Keputusan lnspektur Kabupa en 
Semarang tentang Program Pembentukan Perat ran 
Bupati pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang. 

h ikurn A. bal 

K nuP,\TE1 Sf': 

Tr·: Sf: 
025 

:.! I f,<J)21111 } 111. t 

M ngingat 

"ni11l011 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner 

Program Pembentukan Peraturan Bupati pada lnspektorat 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan lnspektur Kabupaten Semarang ini. 

MEMUTUSKAN 
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SEMARANG TENTANG 
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATl PADA 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 
2025. 

Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran N gara R publik Indonesia Nomor 6856); 

5. ndan -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
P rbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
N gar Republik Indonesia Nomor 4355); 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti 
Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 
atau Pejabat Lain (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 161); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 
Tahun 201 7 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 40); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 4); 

KESA TU 

Menetapkan 
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 
1. Bupati Semarang; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Semarang; 
3. Arsip. 

NSPEKTU.R 
N SEMARANG 

KETIGA 

Pro ram Pcmb ntukan P raturan Bupati Semarang 
sebag imana dirnnksud dalam Diktum KE:SATU dapat diubah 
jika : 
a. untuk m ngatasi kcadaan kahar, keadaan konflik dan 

bcncana alnru; dan 
b, keadaan t rtentu lainnya yang m nyebabkan adanya 

urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Bupati 
S marang. 

Kcputusan lnspektur Kabupaten Semarang ini rnulai berlaku 
pada tanggal ditctapkan. 

KEDUA 
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INSPEKTUR 
EN SEMARANG 

NO JUDUL PERATURAN BUPATI RENCANA PENGAJUAN 
1 Peraturan Bupati Tentang Perubahan Bupati Agustus 

Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tun tu tan 
Ganti Keruzian Daerah 

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI SEMARANG PADA 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 

LAMPI RAN 
KEPUTUSANINSPEKTUR 
KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR : 100/009·2 /eszs 
TENTANG PROGRAM 
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI 
SEMARANG PADA INSPEKTORAT 
DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
TAHUN 2025 
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